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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Harta bersama dalam perkawinan dengan asumsi perkawinan berakhir 

karena terpisah dari peredaran tergantung pada peraturan yang berlaku, bagi 

orang-orang yang beragama Islam, menurut KHI harta bersama dalam 

perkawinan menjadi dua bagian yaitu setengah bagian untuk pasangannya 

dan setengahnya lagi. Bagian untuk pasangan, yang lebih dikenal dengan 

harta gono-gini. Demikian pula dalam hal apa pun sebagaimana ditunjukkan 

oleh perspektif Hukum Adat Sumbawa ketika pasangan berpisah maka harta 

bersama (gono- gini) dibagi menjadi dua bagian. 

2. Dalam penataan dan pembagian ada dua sudut pandang yang bisa 

dimanfaatkan. Sebagaimana ditunjukkan oleh KHI tentang pembagian 

rejeki bersama dalam perkawinan apabila terjadi persoalan, diajukan ke 

pengadilan yang tegas, sedangkan dalam Hukum Adat Sumbawa untuk 

menyelesaikan perjuangan atau perdebatan Masyarakat Sumbawa 

menggunakan pertimbangan baku. Standar musyakara (kesepakatan) dalam 

pola pikir sumbawa itu selalu dimanfaatkan oleh daerah sumbawa dalam 

memilih seluruh persoalan yang ada dengan menghormati kualitas keluarga 

yang tinggi, saling menghargai, menghargai kebenaran dan patut dipikirkan 

dan disepakati . 
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B. Saran  

1. Dalam pelaksanaan perampasan harta bersama (gono-gini) dalam kelompok 

masyarakat Sumbawa harus terus dibangun pedoman-pedoman keselarasan 

dan persekutuan yang telah dibina dan diciptakan Selama ini untuk 

mencapai kesepakatan melahirkan kelompok masyarakat Sumbawa, 

sehingga pelaksanaan pembagian harta karun satu sama lain. Lengkap dan 

tidak bertentangan dengan syariat Islam. 

2. Mengenai harta gono-gini atau harta bersama secara eksplisit dapat disikapi 

dengan persamaan standar, yaitu dengan pembicaraan jalanan karena 

adanya belah pihak kedua yang kebebasan/komitmennya dengan asumsi 

tidak tercapainya pembicaraan harus ditempuh melalui pengadilan yang 

tegas, agar tidak terjadi pemaksaan model bisnis saja. 

3. Perlu adanya pengaturan prenaptial (pengertian pre-wedding) untuk 

menjauhi hal-hal yang tidak diperlukan 
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